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Abstrak

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis serta masalah-masalah sosial yang dewasa ini terus
berkembang membutuhkan perhatian dan kepekaan dari seluruh elemen bangsa tidak hanya dari para
pakar dan pemerhati masalah sosial namun juga dunia pendidikan yang punya peran sangat strategis
sebagai wahana dan “agent of change” bagi masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat
plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa
terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Untuk itu dipandang sangat penting
memberikan porsi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia baik melalui
substansi maupun model pembelajaran. Hal ini dipandang penting untuk memberikan pembekalan dan
membantu perkembangan wawasan pemikiran dan kepribadian serta melatih kepekaan peserta didik
dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang terjadi pada lingkungan
masyarakatnya.

Kata Kunci: pendidikan, multikultur, multikulturalisme, Pendidikan Multikultur

Abstract

The development of indonensian society is very dynamic and social problems that today's constantly
evolving needs attention and sensitivity of all elements of the nation not only of from the experts and
observers of social problems, but also the world of education that has a strategic role as a vehicle and
as a agent of change for society. The Conditions of Indonesian society were very pluralistic from the
aspect of ethnicity, race, religion and social status providing outstanding contributions to the
development and dynamics in society. Thus, It is considered very important to provide a portion of
multicultural education in the education system in Indonesia either through the substance and
learning model. In addition, another important part by providing and assisting the development of
insight into the thinking and personality as well as sensitivity from the students in dealing with the
symptoms and social problems that occur in social communities.

Keywords: education, multicultural, multiculturalism, Multicultural Education

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural terbesar didunia,
kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio kultur maupun geografis yang
begitu beragam dan luas. Dengan jumlah yang ada diwilayah NKRI sekitar kurang
lebih 13.000 pulau besar dan kecil, dan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta jiwa
terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu
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juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katholik,
Kristen protestan, Hindu, Budha, Konghucu, serta berbagai macam kepercayaan.

Keragaman ini diakui atau tidak, akan dapat menimbulkan berbagai macam
persoalan seperti yang ini dihadapi sekarang bangsa ini. Seperti korupsi, kolusi,
nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme,
perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-
hak orang lain adalah bentuk nyata dari multikulturalisme itu.

Berdasarkan permasalahan seperti di atas, maka pendidikan multikultural
menawarkan satu altrnatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan berbasis
pemanfaatan keragaman yang ada dimasyarakat. Khususnya yang ada pada siswa
seperti: keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan
umur dan ras. Walaupun pendidikan multikultural merupakan pendidikan relatif baru
di dalam dunia pendidikan.

Wacana Pendidikan Multikultural salah satu isu yang mencuat kepermukaan
di era globalisasi seperti saat ini mengandaikan, bahwa pendidikan sebagai ruang
tranformasi budaya hendaknya selalu mengedepankan wawasan multikultural, bukan
monokultural. Untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan, serta memebongkar
praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Sebagaimana yang masih kita
ketahui perannya dalam dunia pendidikan nasional kita, bahkan hingga saat ini.

Dalam konteks ini, pendidikan multikultural merupakan pendekatan
progresif, pendekatan ini sejalan dengan prinsif penyelenggaraan pendidikan yang
termaktub dalam undang undang dan sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS)
tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskrinminatif dengan menjunjung tinggi hak
asai manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan Multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan
hak dalam pendidikan. Dalam doktrin Islam,ada ajaran kita tidak boleh membeda-
beda etnis, ras dan lain sebagainya. Manusia sama, yang membedakan adalah
ketagwaan kepada Allah SWT. Dalam kaitanya dengan pendidikan multicultural, hal
ini  mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan islam terhadap ilmu
pengetahuan, dalam Islam tidak ada pembedaan dan pembatasan diantara manusia

dalam haknya untuk menuntut atau memperoleh ilmu pengetahuan.
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Wajah monokulturalisme didunia pendidikan kita masih kentara sekali bila
kita tilik dari berbagai dimensi pendidikan. Mulai dari kuirikulum, materi pelajaran,
hingga metode pengajaran yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar
mengajar (PBM) diruang kelas hingga penggalan-penggalan terakhir dari abad ke-20
sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan
keseragaman (Etatisme) lengkap dengan kekuassaan birokrasi yang ketat, bahkan
otoriter. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan dari dalam dan luar negeri akan
pendekatan yang semakin seragam dan demokratis terus mendesak dan perlu di
implementasikan. Dalam wacana pendidikan multikultural banyak dilakukan
berbagai macam cara diantaranya diadakan loka karya, seminar-seminar disekolah-
sekolah, maupun dimasyarkat luas, untuk menigkatkan kepekaan sosial, toleransi dan
mengurangi prasangka antar kelompok.

Untuk mewujudkan model-model tersebut, maka pendidikan multikultural di
Indonesia perlu mempertimbangkan kombinasi model yang ada, agar seperti yang
diajukan Groski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis tranformasi
yaitu, transformasi diri, tranformasi sekolah dan proses belajar mengajar serta
tranformasi masyarakat. “Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan
dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa
yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan
keanekaragaman  kebudayaan  dalam  kesederajatan.  Ulasan  mengenai
multikulturalisme akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi
ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja
dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip
etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas”.

Konsep Multikulturalisme

Sebagaimana dikemukakan di awal, suatu kenyataan yang tidak dapat
dimungkiri bahwa masyarakat dan negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai
keragaman yaitu sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan
lain-lain, sehingga “masyarakat dan negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat
disebut sebagai masyarakat "multikultural”. Tetapi konsep multikulturalisme tidaklah

dapat disamakan dengan konsep  “keanckaragaman” secara sukubangsa atau
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kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena
multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

Konsep multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung
ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan
usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-
prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep
lainnya yang lebih relevan. Konsep ini senada dengan apa yang dikemukakan Blum
dalam Atmadja (2003) bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman,
penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan
keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Artinya, meliputi sebuah penilaian
terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh
aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana
kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Suparlan (2002) Multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab
tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah
idiologi yang mengagungkan perbedaaan budaya, atau sebuah keyakinan yang
mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan
masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang
mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan
suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di
tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal
kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Jelasnya  dalam kebudayaan multikultural setiap individu mempunyai
kemampuan berinteraksi, meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda,
karena sifat manusia antara lain, adalah (1) akomodatif, (2) asosiatif, (3) adaptabel,
(4) fleksibel, dan (5) kemauan untuk saling berbagi”. Inilah menunjukan keragaman
kultur mengandung unsur jamak atau keragaman yang sarat dengan nilai-nilai
kearifan.

Dalam kontek membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh,
“nilai-nilai kearifan” yang dalam hal ini “kearifan sosial” dan kearifan budaya”
dapat dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya bersosialisasi dan berinteraksi

antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan
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kelompok. Dengan nilai “kearifan sosial” dan “kearifan budaya”, akan berusaha
mengeliminir berbagai perselihan dan konflik budaya yang kurang kondusif. Tatanan
kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku yang
saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan dalam
kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan
tersebut. Untuk itu, harus berusaha untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang
selalu menjadi emberio atau mendasari terjadinya konflik, seperti (1) prasangka
historis, (2) diskriminasi, dan (3) perasaan superioritas in-group feeling yang
berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (out-group)”.

Konsep “multikulturalisme” yang diartikan para ahli sangat beragam antara
satu dengan yang lainnya. Walaupun ada perbedaan, tapi pandangan mereka tentang
“multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan terhadap dunia yang kemudian
diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang
penerimaan terhadap “realitas keragaman”, “pluralitas” dan “multikultural” yang
terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dipahami sebagai
pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition”.
Parekh (Azyumardi, 2005) membedakan lima macam bentuk multikulturalisme dan
tentu saja kelima bentuk multikulturalisme itu tidak “kedap air” (watertight), tetapi
sebaliknya dapat saja tumpang tindih satu dengan lainnya dalam segi-segi tertentu,
yaitu :

Pertama, “multikulturalisme isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat
dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat
dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.

Kedua, “multikulturalisme akomodatif’, masyarakat plural yang memiliki
kultur dominan, membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi
kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif
merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan
sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk
mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum
minoritas tidak menantang kultur dominan. Model “multikulturalisme akomodatif”

ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.
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Ketiga, “multikulturalisme otonomis”, masyarakat plural di mana kelompok-
kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya
dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara
kolektif dapat diterima. Concern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini
adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama
dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan
berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok dapat eksis sebagai
mitra sejajar.

Keempat, “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”, masyarakat plural
dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan
kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang
mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok
budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha
secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan
budaya kelompok-kelompok minoritas. Itulah kelompok-kelompok minoritas
menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan
tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama
sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine.

Kelima, “multikulturalisme kosmopolitan”, berusaha menghapuskan “batas-
batas kultural” sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap
individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu dan sebaliknya,
secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus
mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Mengacu pada pandangan dan konsep yang dikemukakan di atas, konsep
multikulturalisme mempunyai relevansi makna dan fungsi yang tepat. Maka konsep
pendidikan multikultur menjadi penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan
dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam ini.
Sebab prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai
keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial,
agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan
sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif

dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk.
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Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan
mensosialisasikan konsep multikulturalisme agar melahirkan perilaku sosial
kondusif, “kearifan sosial”, “kearifan budaya” dan “kearifan moral” atau akhlak
adalah melalui “pendidikan multikulturalisme”.
Gagasan Pendidikan Multikultur

Konsep pendidikan multikultural di negara-negara yang menganut konsep
demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, bukan hal baru lagi. Mereka telah
melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara
orang kulit pulit dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara
integritas nasional.
Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat
suatu bangsa, sebagaimana dikatakan Stavenhagen (1996): Religious, linguistic, and
national minoritas, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated,
sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the
dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages,
religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were
consolidated and reproduced through national institutions, including the educational
and legal system.

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia
dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak
ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat
pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih
terbelakang (primitive). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk
menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Jadi,
pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat
signifikan dengan rekayasa bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan
asasi manusia, bahkan Natsir (1973) menegaskan bahwa pendidikan merupakan
salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat
tersebut.

Sistem pendidikan nasional lebih bercerikan “keseragaman” berlandaskan pada
budaya nasional, berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan daerah. Pendidikan

diselenggarakan dengan aturan dalam konteks mayoritas yang bersaing dan berhadap
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dengan minoritas dan dikelola oleh pemerintah untuk meluaskan atau mempersempit
hal-hal yang substansi atau penting yang menyangkut dengan lingkup dan alokasi
kewenangan. ”Seiring dengan proses desentralisasi pendidikan yang dalam
melibatkan peran serta masyarakat mengisyaratkan pengakuan terhadap manusia
Indonesia dan masyarakat setempat (konsep otonomi daerah). Ini berarti Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional ditinjau dari persepektif filosofis harus beranjak
dari suatu paradigma baru pendidikan menuju pada pengakuan terhadap aspirasi
masyarakat dan individu. Dengan sendirinya, paradigma baru dalam Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada pendidikan multikultural yaitu
adanya kebudayaan beragam dalam suatu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan
”Bhineka Tunggal Tka”. Demikian kebutuhan pembelajaran individu berada dalam
perbedaan realitas sosio-historis, sosio-ekonomis, suku-bangsa, sosio-psikologis.
Artinya akan dihadirkan populasi sasaran beragam dalam konteks sistem pendidikan
dan persekolahan.

Wacana tentang pendidikan multikultural, secara sederhana dapat didefenisikan
sebagai "pendidikan untuk / tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi
perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan
dunia secara keseluruhan®. Hal ini sejalan dengan pendapat Paulo Freire dalam
Muhaimin pendidikan bukan merupakan "menara gading" yang berusaha menjauhi
realitas sosial dan budaya. Pendidikan menurutnya, harus mampu menciptakan
tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang
hanya mengagungkan prestise sosial sebagi akibat kekayaan dan kemakmuran yang
dialaminya.

Kemudian Banks mengatakan “Multiculturalism can be defined as, “A
philosophical position and movement that deems that the gender, ethnic, racial, and
cultural diversity of a pluralistic society should be reflected in all of the
institutionalized structures of educational institutions, including the staff, the norms,
and values, the curriculum, and the student body.” (Banks dan Banks, 1997: 435).

Dengan kata lain bahwa Multikulturalisme dapat digambarkan sebagai, suatu
posisi dan gerakan yang filosofis yang menganggap bahwa gender, kesukuan, rasial,

dan keanekaragaman budaya dan suatu masyarakat plural harus dicerminkan di
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dalam semua lembaga pendidikan, termasuk staf, norma-norma, nilai-nilai,

kurikulum, dan siswa.

Selanjutnya Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural

memiliki lima dimensi yang saling berkaitan:

1.

Content integration

mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan
konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
The Knowledge Construction Process

Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata
pelajaran (disiplin).

An Equity Paedagogy

Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka
memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras,
budaya ataupun sosial.

Prejudice Reduction

Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran
mereka.

An empowering school culture and social structure

Memberdayakan dan struktur sosial untuk memandang sekolah sebagai
system social yang kompleks, yang mencakup reformasi semua aspek

pendididikan.

Dalam aktifitas pendidikan manapun, peserta didik merupakan sasaran (obyek)

dan sekaligus sebagai subyek pendidikan. Oleh sebab itu dalam memahami hakikat

peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum

peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki empat ciri yaitu;
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1.

Peserta didik dalan keadaan sedang berdaya, maksudnya ia dalam keadaan
berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan dan sebagainya.
Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.

Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda.

Peserta didik melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan

potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu.



Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia
perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski,
pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1)
transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3)
transformasi masyarakat.

Untuk menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang
penuh permasalahan anatar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan.
Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas "merayakan keragaman™ belaka.
Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat
rasis. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam
kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna
kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi
demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk
menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu:

Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan
(education) dengan persekolahan (schooling) atan pendidikan multikultural dengan
program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan
sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung
jawab primer menegmbangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik
semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang
bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan
pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan kebudayaan
dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan
kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang
terjadi selama ini. secra tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan
hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang
dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu
sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural,
pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program

pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik
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secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi
pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak
didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru"
biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki
kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa uapaya-upaya untuk mendukung
sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan
pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidarits kelompok
adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi
pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam
beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan bahwa pendidikan (baik dalam
maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa
kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi
budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini
bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas
(perbedaan) kebudayaan. Pendekatan ini  meningkatkan kesadaran akan
multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung
makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan
mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada
pada diri anak didik.

Dalam konteks keindonesiaan dan kebhinekaan, kelima pendekatan tersebut
haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah
kumpulan manusia atau individu-individu yang terjewantahkan dalam kelompok
sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu.

Mengembangkan Multikulturalisme melalui Pendidikan

Multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas mempunyai peran yang
besar dalam pembangunan bangsa. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di
atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam
pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip “Bhineka Tunggal

Ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud.
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Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi
dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum
dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Mengingat pentingnya pemahaman multikulturalisme dalam pembangunan
bangsa, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mewujudkannya. Kita perlu
menyebarluaskan pemahaman dan mendidik masyarakat akan pentingnya
multikulturalisme bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain kita memerlukan
pendidikan multikulturalisme yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai
keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar (2004) pernah mengatakan
pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan
multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki
Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat
luar biasa.

Pentingnya pendidikan multikulturalisme sebagaimana dijelaskan di atas,
tentu bukan hanya merupakan tanggung jawab sekolah-sekolah atau lembaga-
lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan institusi-institusi lainnya.

Implementasi Dalam Dunia Pendidikan

Uraian sebelumnya telah mempertebal keyakinan kita betapa paradigma
pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas,
soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan
kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi
lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik
untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Harapannya, dengan
implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa
mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai
kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan
menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima
perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup

bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya
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kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan
didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai
bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan
pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga
menjadi salah satu concern dari Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan
Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara
demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan,
nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat
dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa
yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan
penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa
agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam
menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik
serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari
kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan
untuk kebaikan bersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk
berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang

merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.

2. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada

penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.

3. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan

sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.

4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam

memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman
persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan
memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan

multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang
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menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan
jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di
antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan
kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh

sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

SIMPULAN

Pendidikan multikultural adalah suatu penedekatan progresif untuk
melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar
kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan.

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar
yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan
diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan
perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut
transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka tetapi lebih pada ranah
pengembangan sikap yang mengutamakan kepada sikap yang saling menghargai
perbedan sebagai satu kesamaan.

Tak kalah penting wacana pendidikan multikultural ini  dapat
diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Di mana keluarga sebagai institusi sosial
terkecil dalam masyarakat, merupakan media pembelajaran yang paling efektif
dalam proses internalisasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota
keluarga. Peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih responsive
multikultural dengan mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap
perbedaan yang ada di sekitar lingkungannya (agama, ras, golongan) terhadap anak
atau anggota keluarga yang lain merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk

mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan.
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